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Abstrak. Retensi karyawan merupakan aspek strategis dalam manajemen sumber daya 

manusia, terutama pada sektor industri yang memiliki tingkat perpindahan tenaga 

kerja tinggi. Salah satu faktor yang paling berpengaruh terhadap retensi adalah 

persepsi karyawan terhadap keadilan sistem pengupahan. Penelitian ini menggunakan 

metode Systematic Literature Review (SLR) untuk mengidentifikasi dan menganalisis 

hasil penelitian terkait hubungan antara keadilan pengupahan dan retensi karyawan 

dalam lima tahun terakhir. Proses SLR melibatkan pencarian artikel menggunakan kata 

kunci “retensi”, “keadilan”, “sistem”, dan “pengupahan” serta penyaringan artikel 

berdasarkan kriteria inklusi: lintas sektor, lintas negara, dan rentang publikasi lima 

tahun terakhir. Hasil analisis menunjukkan bahwa keadilan pengupahan, baik distributif 

maupun prosedural, memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan retensi. 

Kompensasi yang dianggap adil juga terbukti meningkatkan kepuasan kerja, komitmen 

organisasi, dan loyalitas karyawan. Penelitian ini menegaskan bahwa strategi retensi 

yang efektif harus berorientasi pada sistem pengupahan yang transparan, konsisten, 

dan memperhatikan persepsi keadilan karyawan. 
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LATAR BELAKANG 

Meningkatnya fenomena turnover telah menjadi perhatian global, terutama 

karena kehilangan karyawan dapat mengganggu proses bisnis yang pada gilirannya 

menyebabkan masalah finansial bagi organisasi. Lebih dari itu, turnover juga 

memberikan efek domino dari pergantian karyawan yang pada akhirnya dapat 

menyebabkan perlambatan ekonomi global, yang dapat berdampak pada seluruh 

masyarakat (Skelton et al., 2020). Turnover yang dilaporkan dapat melahirkan sejumlah 

persoalan yang dikaitkan dengan mengganggu stabilitas organisasi, seperti 

menyebabkan biaya yang tinggi dalam proses rekrutmen, orientasi, pelatihan ulang, 

dan penurunan produktivitas selama fase penyesuaian karyawan baru (Work Institute, 

2023), berdampak terhadap penurunan kualitas layanan (World Economic Forum, 

2022), meningkatkan kemungkinan kegagalan proyek (Bassiouny,A., 2022), berdampak 

terhadap penurunan kualitas layanan (World Economic Forum, 2022). Senada dengan 

hal itu, dalam laporan yang dirilis oleh Center for American Progress (2015) 

disampaikan bahwa biaya penggantian satu karyawan dapat mencapai 20% dari gaji 

tahunan karyawan tersebut, yang berarti bahwa perusahaan harus mengeluarkan biaya 

cukup besar setiap kali kehilangan satu orang karyawan. 

Sejumlah dukungan empiris menegaskan bahwa, di sektor kesehatan pergantian 

satu perawat dapat menyebabkan biaya pelatihan, penurunan produktivitas, dan 

beban kerja tambahan bagi staf yang bertahan (Nabirye et al., 2022), sementara tingkat 

turnover yang tinggi di sektor ritel dan jasa, terutama di Asia mengharuskan 

perusahaan lebih serius pada  strategi retensi yang efektif (Churchill, M. 2023). 

Sejatinya, turnover merupakan persoalan yang dihadapi oleh semua industri, seperti 

manufaktur (Skelton et al., 2020), NGO (Michael, 2023), hospitality (Abdelazim, 2023), 

retail (Nilsson & Backman, 2025). Sebagian besar bukti empiris menyatakan bahkan 

tingkat turnover yang tinggi disebabkan oleh ketidakpuasan karyawan atas dukungan 

organisasi, utamanya pemberian kompensasi yang belum memenuhi unsur keadilan 

dan kelayakan (Abdelazim, 2023). Sebagaimana Michael (2023) menyatakan, 

ketidakpuasan dapat menjadi prediktor yang menyebabkan karyawan meninggalkan 

pekerjaannya. Ketika karyawan menerima gaji yang lebih rendah dan imbalan finansial 

yang tidak mencukupi, mereka cenderung tidak bertahan lebih lama di organisasi.  

Merujuk pada Two-Factor Theory Herzberg yang diperkenalkan oleh Herzberg, 

dikatakan bahwa setelah kebutuhan hygiene dasar terpenuhi oleh pekerja, mereka 

memiliki kecenderungan untuk mencari sumber kepuasan lain yang dapat memotivasi 

mereka (Skelton et al., 2020), di mana hal ini dapat dipahami bahwa gaji merupakan 

fondasi minimum sumber kepuasan yang dipenuhi oleh karyawan. Pada praktiknya, 

setiap perusahaan sudah pasti berusaha mempertahankan karyawan terbaiknya 

melalui retensi karyawan. Praktik retensi di antara negara-negara menunjukkan bahwa 

keadaan ekonomi dan peraturan sangat memengaruhi cara perusahaan membuat 

kebijakan pengupahan. Negara-negara dengan regulasi ketenagakerjaan yang kuat, 

seperti Jepang, Jerman, dan Singapura, dilaporkan memiliki tingkat transparansi 
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kompensasi yang lebih tinggi dan sistem evaluasi kinerja yang lebih terorganisir, 

sehingga mengurangi risiko turnover (OECD, 2021; ILO, 2020). Sebaliknya, banyak 

negara berkembang, seperti Indonesia, India, dan Filipina, menghadapi masalah seperti 

ketimpangan upah antarsektor dan kurangnya transparansi dalam sistem evaluasi 

kinerja (OECD, 2021; ILO, 2020). Keadilan pengupahan, baik distributif maupun 

prosedural, semakin penting untuk diteliti sebagai strategi retensi yang efektif di 

berbagai negara dan sektor karena perbedaan dalam konteks kebijakan dan struktur 

pasar tenaga kerja. 

Persepsi bahwa sistem pengupahan yang tidak adil merupakan salah satu 

penyebab umum rendahnya retensi. Sikap dan perilaku karyawan terbukti dipengaruhi 

oleh keadilan prosedural dan distributif, yang berarti bahwa kontribusi, upah sesuai, 

serta keadilan distributif, yang berarti bahwa proses penetapan upah jelas dan 

konsisten. Komitmen afektif dan turnover intention meningkat ketika keadilan 

dipersepsikan rendah (Febriandika, 2021). Menurut penelitian sebelumnya, sistem 

kompensasi yang adil dan transparan dapat mengurangi keinginan untuk keluar dan 

meningkatkan kesetiaan karyawan (Sorn et al., 2023). Di era persaingan tenaga kerja 

yang semakin kompetitif, perusahaan harus menerapkan strategi kompensasi yang 

komprehensif, yang tidak hanya berfokus pada gaji tetapi juga mencakup fleksibilitas 

kerja, manfaat fleksibel, peluang pengembangan karier, dan sistem kompensasi. Studi 

literatur menunjukkan bahwa sistem total rewards yang dirancang secara strategis 

dapat meningkatkan retensi secara signifikan, utamanya berlaku untuk generasi 

milenial dan Z (Fitriani, 2022; Azis & Hamzah, 2022). Penelitian ini bertujuan untuk 

memeriksa dan mengeksplor hubungan antara keadilan pengupahan dan retensi 

karyawan secara menyeluruh di semua sektor industri, baik di negara maju maupun di 

negara berkembang, tidak hanya untuk memberikan gambaran kebijakan kompensasi 

antarsektor, tetapi juga untuk memberikan penekanan bahwa sistem pengupahan 

yang adil, transparan, dan fleksibel dapat menjadi strategi retensi yang berhasil dan 

berkelanjutan. Dukungan penelitian yang menekankan hal ini masih relatif terbatas 

(Hanief, 2023). 

KAJIAN LITERATUR 

Retensi Karyawan 

Hubungan karyawan dan organisasi pada tingkatan paling ekstrem biasanya 

merujuk pada dua kutub yang berlawanan, apakah loyalitas atau justru turnover 

intention. Retensi merupakan salah satu isu yang berkembang dan menarik untuk 

dibahas dalam studi manajemen sumber daya manusia, karena retensi biasanya 

berkaitan dengan strategi organisasi untuk mempertahankan karyawan mereka berupa 

dukungan yang diberikan secara finansial maupun nonfinansial. Sebagaimana 

pendapat Michael (2023) yang menyatakan bahwa organisasi tanpa karyawan berbakat 

akan mengalami kesulitan mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan karena 

strategi retensi karyawan yang tidak memadai biasanya mengakibatkan pergantian 
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karyawan. Strategi retensi sering dikaitkan dengan sejumlah variabel, misalnya 

kepuasan kerja (Skelton et al., 2020), kepemimpinan (Michael, 2023), kesetaraan upah 

(Nilsson & Backman, 2025), Adzka & Perdhana (2017). 

Teori ketidaksetaraan menunjukkan bahwa karyawan yang merasa bahwa 

kompensasi mereka tidak adil dibandingkan dengan rekan kerja mereka mungkin 

cenderung untuk meninggalkan perusahaan (Nilsson & Backman, 2025). Akibatnya, 

persepsi ketidaksetaraan dalam upah menjadi sumber untuk meninggalkan 

perusahaan (Dube et al., 2019). Lebih dari itu, persepsi keadilan dalam kompensasi 

sejatinya bersifat asimetris, di mana reaksi karyawan terhadap ketidakadilan jauh lebih 

kuat, cepat, dan berdampak luas dibandingkan reaksi terhadap keadilan atau perlakuan 

yang dianggap. Dengan demikian, efek ini menegaskan kembali bahwa pekerja enggan 

terhadap perlakuan tidak setara yang merugikan mereka, Sebaliknya, melalui 

kompensasi yang layak, karyawan akan merasa dihargai secara moneter sesuai dengan 

apa yang mereka lakukan untuk perusahaan (Dube et al., 2019). Oleh karena itu, dapat 

dipahami bahwa retensi merupakan hasil dari kombinasi faktor finansial, psikologis, 

dan struktural yang membentuk pengalaman karyawan selama bekerja. 

Teori Equity 

Kekhawatiran akan kesetaraan upah dengan kebijakan upah tertentu dan hubungan 

ketenagakerjaan merupakan area penting yang sangat menarik untuk dibahas. Konteks 

keadilan merupakan prinsip etika utama yang mengatur hubungan perusahaan dan 

karyawan sehingga persepsi ketidakadilan dipandang sebagai pelanggaran norma 

etika (Mathur & Sarin Jain, 2020). Perihal pemberian kompensasi, sering kali dikaitkan 

dengan teori equity internal dan eksternal (Adams, 1963; Greenberg, 1990). Penting 

untuk memahami bahwa terdapat rasio input dan rasio output yang kemudian 

keduanya harus seimbang untuk memenuhi persepsi keadilan (Hu et al., 2013). Teori 

Equity menyatakan bahwa karyawan berpikir secara psikologis tentang menjaga 

keseimbangan antara apa yang mereka investasikan (input) dan konsekuensi yang 

mereka peroleh (output). Ketika terjadi ketidakseimbangan antara rasio tersebut, 

persepsi ketidakadilan dapat dirasakan yang berdampak pada penurunan kepuasan 

kerja (Adams, 1963; Greenberg, 1990), tingginya tingkat absensi (Inguk et al., 2021), 

hingga risiko karyawan meninggalkan perusahaan (Abdelazim, 2023). Ketika mengulas 

konteks kompensasi, teori keadilan menjadi landasan utama untuk memahami 

mengapa keadilan pengupahan sangat berpengaruh pada retensi karyawan (Colquitt 

et al., 2001; Sorn et al., 2023). Oleh karena itu, penting untuk melihat konteks keadilan 

melalui dua sudut pandang, yaitu proses dan hasil. Secara garis besar, keadilan 

kompesnasi terdiri dari dua aspek: 

1. Keadilan distributif, merujuk pada sejauh mana karyawan merasa bahwa imbalan 

yang mereka terima sudah sepadan dengan kontribusi, beban kerja, dan tanggung 

jawab pekerjaan. Keadilan ini muncul ketika pekerja menilai bahwa gaji, tunjangan, 

dan penghargaan yang diterima sesuai dengan usaha yang dicurahkan serta setara 
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dengan apa yang diterima rekan kerja dalam posisi serupa. Jika jarak antara 

kontribusi dan imbalan terlalu lebar, karyawan akan merasa dieksploitasi dan mulai 

mempertanyakan nilai dirinya dalam organisasi. Sorn et al. (2023) menekankan 

bahwa aspek distributif dari kompensasi merupakan penentu utama loyalitas. 

Semakin besar kesesuaian antara input kerja dan hasil yang diterima, semakin kuat 

keinginan pekerja untuk bertahan. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan distributif 

bukan hanya persoalan nominal gaji, tetapi juga mencakup persepsi karyawan 

tentang fairness dalam pembagian hasil kerja di dalam organisasi (Hu et al., 2013). 

2. Keadilan prosedural, karyawan akan memandang sistem pengupahan lebih adil 

ketika aturan penggajian dijelaskan dengan jelas, dijalankan secara konsisten 

antarindividu atau antarunit kerja, dan melibatkan mekanisme evaluasi yang 

objektif. Ketika perusahaan tidak memiliki prosedur yang jelas atau menerapkan 

proses yang tidak konsisten, karyawan cenderung merasa bahwa pengupahan 

bersifat subjektif atau diskriminatif. Temuan Sorn et al. (2023) menunjukkan bahwa 

keadilan prosedural dalam kompensasi sama pentingnya dengan keadilan nilai gaji 

itu sendiri. Oleh karena itu, keadilan prosedural menjadi fondasi penting dalam 

menciptakan sistem pengupahan yang dapat diterima oleh seluruh karyawan 

(Mathur & Sarin Jain, 2020) 

Hubungan Keadilan Pengupahan dan Retensi 

Berdasarkan Equity Theory, terdapat keadilan distributif dan keadilan prosedural 

sebagai dimensi utama untuk mengukur persepsi keadilan kompensasi di tempat kerja. 

Studi baru menunjukkan bahwa kedua aspek ini sangat memengaruhi perilaku dan 

sikap kerja karyawan. Misalnya, penelitian di bidang kesehatan menemukan bahwa 

persepsi keadilan distributif dan prosedural yang buruk dikaitkan dengan turnover 

intention yang lebih tinggi (Nabirye et al., 2020). Hasil penelitian di sektor keuangan 

dan pelayanan publik menunjukkan bahwa keadilan kompensasi, yang meliputi 

keadilan distributif dan prosedural, secara signifikan memengaruhi kepuasan kerja, 

komitmen afektif, dan kinerja karyawan (Setiawan, 2016; Atmojo & Tjahjono, 2016). 

Tidak hanya itu, penelitian yang dilakukan pada lembaga keuangan mikro menemukan 

bahwa kombinasi keadilan distributif dan prosedural berdampak signifikan pada 

komitmen afektif karyawan (Faiz & Andayani, 2020). Bahkan penelitian terbaru di sektor 

pelayanan publik (2024) menemukan bahwa keadilan kompensasi memengaruhi 

keinginan untuk bekerja dan meningkatkan kepercayaan terhadap perusahaan. Secara 

keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa keadilan kompensasi bukan hanya masalah 

gaji nominal, tetapi juga berbicara tentang integritas, transparansi, dan penghargaan 

organisasi terhadap kontribusi karyawan. Jika kedua aspek ini dipenuhi, mereka dapat 

meningkatkan kepuasan karyawan, komitmen, dan retensi mereka dalam jangka 

panjang. 
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METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) untuk 

menelaah secara sistematis temuan empiris mengenai pengaruh keadilan sistem 

pengupahan, khususnya keadilan distributif dan prosedural, terhadap retensi 

karyawan. Metode SLR lebih efektif karena mampu menyajikan sintesis pengetahuan 

yang terorganisir, jelas, dan dapat direplikasi. Oleh karena itu, pendekatan ini dipilih 

(Kitchenham, 2004; Tranfield et al., 2003). Studi lintas sektor dan lintas negara, baik di 

negara maju maupun negara berkembang, menjadi cakupan penelitian ini, dengan 

maksud untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang berbagai situasi yang 

terkait dengan penerapan sistem pengupahan sebagai strategi retensi. Pada tahap 

pertama, fokus dan batasan penelitian ditetapkan, yaitu menitikberatkan hubungan 

antara keadilan pengupahan dan retensi karyawan. Semua artikel yang diterbitkan 

dalam sepuluh tahun terakhir dipertimbangkan di semua sektor utamanya, yaitu 

artikel-artikel yang mencakup keyword yang sudah ditetapkan sebelumnya. Pada 

tahap kedua, sintesis data dilakukan secara naratif dengan mengelompokkan hasil 

penelitian menurut sektor, konteks negara, dan temuan utama.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sebelumnya, peneliti telah melakukan filtrasi terhadap 45 jurnal dengan keywords 

terkait untuk memperoleh pemetaan literatur yang sesuai dengan tujuan dan fokus 

penelitian ini. Diperoleh hasil sebagai berikut:  

 

Tabel 1. Eksplorasi Temuan Lintas Sektor  

 

Penulis & 
Tahun 

           Sektor Negara Temuan Utama 

Adzka & 
Perdhana 

(2017). 

Beragam  
(lintas sektor) 

Indonesia Kompensasi yang adil dan 
pengembangan karier 
berpengaruh positif terhadap 
retensi karyawan,  Karyawan 
cenderung bertahan ketika 
merasa dihargai secara 
finansial. 

Khanam Z, Khan 
Z, Arwab M, & 
Khan A (2024) 

Kesehatan India Adanya keadilan dalam 
organisasi terutama dalam hal 
keadilan distributif (keadilan 
pembagian imbalan) dan 
keadilan prosedural (keadilan 
proses pengambilan 
keputusan) kecenderungan 
mereka untuk meninggalkan 
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organisasi menjadi lebih 
rendah. 

Sorn et al. (2023) Beragam  
(lintas sektor) 

Global (lintas 
negara) 

Kompensasi efektif 
meningkatkan retensi ketika 
disertai faktor pendukung 
seperti kepuasan kerja, work-
life balance, dan kondisi kerja 
yang adil. 

Chong, A. (2021). Lintas Sektor Malaysia Keadilan gaji, prosedur, dan 
interaksi menurunkan niat 
keluar karyawan  di Malaysia, 
dengan keadilan interaksional 
sebagai faktor dominan. 

Chukwu, B. I. 
(2019) 

Food & 
Baverage 

Nigeria Persepsi keadilan distributif, 
prosedural, dan interaksional 
menurunkan turnover 
intention karyawan di industri 
makanan dan minuman 
Nigeria. 

Dzulqarnain et al. 
(2024) 

Ritel dan Jasa Indonesia Kompensasi dan kepuasan 
kerja meningkatkan motivasi 
dan berdampak tidak langsung 
terhadap retensi karyawan. 

Moon, Lim & Kim 
(2024) 

Sektor Publik Korea Selatan Keadilan organisasi, termasuk 
keadilan kompensasi, 
berpengaruh signifikan dalam 
menurunkan turnover 
intention. 

Zhao et al., 
(2024) 

Kesehatan China Keadilan distributif dan 
prosedural menurunkan 
turnover intention tenaga 
kesehatan; pengaruh tersebut 
dimediasi oleh motivasi kerja 

Alyahya et al. 
(2023) 

Pariwisata Arab Saudi Persepsi keadilan prosedural 
dalam penetapan kompensasi 
dan kebijakan organisasi 
berperan penting dalam 



Strategi Retensi melalui Keadilan Sistem Pengupahan 8 

 

menekan turnover intention 
karyawan. 

Norhani Bakri & 
Nazim Ali (2015) 

Perbankan Pakistan Persepsi keadilan organisasi 
berhubungan negatif 
signifikan dengan turnover 
intention. Semakin adil 
persepsi karyawan terhadap 
sistem organisasi, semakin 
tinggi komitmen mereka dan 
semakin rendah niat keluar. 

  

Pengaruh Kompensasi terhadap Retensi Karyawan 

Kompensasi memiliki pengaruh langsung dan signifikan terhadap retensi karyawan 

di berbagai jenis organisasi, menurut temuan penelitian. Hasil dari Adzka & Perdhana 

(2017) dan Rony et al. (2023) menunjukkan bahwa besaran dan jenis kompensasi yang 

ditawarkan, termasuk gaji pokok, tunjangan, dan bonus/insentif, berkorelasi positif 

dengan keinginan untuk mempertahankan karyawan. Paket kompensasi yang 

ditawarkan lebih kompetitif dan sesuai pasar, dan kemungkinan karyawan akan 

mencari pekerjaan lain lebih rendah. Menurut penjelasan teoritis, kompensasi 

berfungsi bukan hanya sebagai hadiah utilitarian, tetapi juga sebagai tanda bahwa 

perusahaan menghargai kontribusi karyawan. Ini menciptakan ikatan mental antara 

karyawan dan organisasi. Selain itu, Sorn et al. (2023) menegaskan bahwa efek 

kompensasi terhadap retensi bersifat kondisional; dengan kata lain, pengaruhnya lebih 

besar ketika dikombinasikan dengan mekanisme manajemen yang baik dan 

lingkungan kerja yang mendukung. Atau, kenaikan upah semata belum tentu membuat 

karyawan tetap jika faktor lain, seperti budaya kerja dan peluang karier, diabaikan. 

Dalam praktiknya, manajemen sumber daya manusia harus memastikan kompensasi 

dimasukkan ke dalam kerangka total rewards, mengimbangi elemen finansial dengan 

nonfinansial, agar investasi pada kompensasi terus meningkatkan retensi. 

 

Peran Keadilan Kompensasi (Distributif & Prosedural) dalam Meningkatkan 

Retensi 

Menurut penelitian yang dilakukan, aspek distributif (kesesuaian imbalan terhadap 

kontribusi) dan prosedural (keadilan proses penentuan upah) keadilan kompensasi 

memengaruhi persepsi dan keputusan karyawan. Sorn et al. (2023) dan Moon et al. 

(2024) menekankan bahwa ketidakjelasan, inkonsistensi, atau bias dalam proses 

penentuan upah dapat merusak persepsi fairness dan menyebabkan turnover 

intention. Ini terjadi bahkan dengan kompensasi nominal yang memadai. Secara 

psikologis, keadilan prosedural memenuhi kebutuhan karyawan akan kontrol, 

prediktabilitas, dan rasa dihormati, sementara keadilan distributif memenuhi 
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kebutuhan karyawan akan pengakuan material. Kedua jenis keadilan saling 

melengkapi. Hasil studi lintas sektor menunjukkan generasi Z dan pekerja muda 

cenderung lebih menuntut prosedural fairness (Moon et al., 2024), sehingga organisasi 

yang ingin mempertahankan talenta muda harus menekankan proses yang transparan, 

mekanisme evaluasi yang objektif, serta komunikasi yang jelas mengenai kriteria 

pengupahan. Praktik terbaik meliputi publikasi skema pengupahan, audit internal, serta 

mekanisme banding/umpan balik untuk karyawan. 

 

Hubungan Kompensasi dengan Motivasi, Kepuasan Kerja, dan Komitmen 

Karyawan 

Kompensasi berdampak pada retensi melalui jalur mediasi dalam bentuk motivasi, 

kepuasan kerja, dan komitmen afektif. Kesimpulan dari beberapa penelitian (Adzka & 

Perdhana, 2017; Santoso et al., 2025; Prabowo et al., 2024; Rahman et al., 2025) 

menunjukkan hal ini. Ketika pekerja menerima kompensasi yang kompetitif, mereka 

merasa lebih baik tentang hal-hal yang berkaitan dengan gaji mereka. Hal ini kemudian 

menghasilkan peningkatan motivasi intrisik dan ekstrinsik, seperti keinginan untuk 

mencapai tujuan dan berpartisipasi dalam proyek strategis. Ketika orang merasa puas 

dengan pekerjaan mereka, mereka tidak terpengaruh oleh stres yang ditimbulkan oleh 

pekerjaan mereka dan mulai mencari pekerjaan lain. Ketika orang merasa puas dengan 

perusahaan mereka, mereka lebih tertarik untuk tinggal di sana. Selain itu, Santoso et 

al. (2025) menunjukkan hubungan dua arah: peningkatan kinerja sebagai hasil dari 

kompensasi yang tepat juga mendorong organisasi untuk memberikan kompensasi 

tambahan (loop positif). Oleh karena itu, desain skema kompensasi hendaknya 

mempertimbangkan dampak jangka menengah pada motivasi dan kepuasan — bukan 

sekadar tujuan jangka pendek menarik tenaga kerja. 

 

Dampak Kompensasi yang Tidak Memadai terhadap Turnover dan Risiko 

Organisasi 

Sumber penelitian (Rony et al., 2023; Suryana & Rahmadani, 2025) menunjukkan 

dampak negatif dari kompensasi yang tidak memadai bagi karyawan dan perusahaan. 

Kompensasi yang tidak adil atau tidak standar meningkatkan keinginan untuk 

menurunkan karyawan dan pada gilirannya meningkatkan laju turnover yang 

sebenarnya. Akibatnya, ini menghasilkan biaya rekrutmen yang lebih tinggi, penurunan 

produktivitas sementara, dan kehilangan pengetahuan organisasi. Kasus PT Biomassal 

Nusantara menunjukkan aspek hukum dan reputasi karena ketidakpatuhan terhadap 

upah minimum dapat mengakibatkan sanksi, tuntutan hukum, dan reputasi yang buruk 

yang mengurangi kepercayaan stakeholder. Selain itu, ketidakadilan kompensasi dapat 

menyebabkan konflik di perusahaan, penurunan moral tim, dan penurunan kualitas 

kerja dan keselamatan. Implikasi manajemen jelas: ketidakpatuhan atau kebijakan upah 

yang tidak relevan bukan hanya masalah biaya, tetapi juga ancaman strategis terhadap 

operasi jangka panjang dan keberlanjutan bisnis. 
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Kebutuhan Sistem Kompensasi yang Fleksibel, Kompetitif, dan Holistik dalam 

Retensi Modern 

Hasil sintesis juga menunjukkan bahwa sistem kompensasi yang lebih adaptif 

diperlukan. Ini harus menggabungkan elemen finansial dan non-finansial, fleksibel 

sesuai dengan preferensi karyawan, dan terintegrasi dalam strategi total rewards 

(Adzka & Perdhana, 2017; Sorn et al., 2023; Dzulqarnain et al., 2024; Indrawan et al., 

2025). Fleksibilitas ini mencakup program pengembangan karier yang disesuaikan 

dengan tujuan individu, insentif berbasis kinerja, dan manfaat yang dapat disesuaikan. 

Konsep ini penting karena pasar tenaga kerja berubah-ubah dan tenaga kerja 

bervariasi berdasarkan generasi, kebutuhan keluarga, dan fase karier. Studi 

Dzulqarnain et al. (2024) menyarankan pendekatan yang mencakup semua aspek, 

termasuk kesejahteraan, pendidikan dan pengembangan, gaji, dan keseimbangan 

kerja-hidup. Untuk memastikan kompensasi yang relevan dan efektif untuk menahan 

talenta kunci, perusahaan harus melakukan benchmarking pasar, segmentasi 

keuntungan, dan pemantauan kepuasan berkala. 

KESIMPULAN 

Keadilan dalam sistem kompensasi memegang peran strategis dalam 

meningkatkan retensi karyawan di berbagai sektor dan konteks negara. Keadilan 

pengupahan tidak hanya terdiri dari besaran kompensasi yang diterima, tetapi juga 

dari cara karyawan melihat hubungan antara kontribusi mereka dan kompensasi yang 

mereka terima (keadilan distributif) dan proses penetapan upah yang jelas dan 

konsisten (keadilan prosedural). Selain itu, temuan penelitian ini juga menunjukkan 

bahwa terdapat perbedaan antara negara berkembang dan negara maju dalam 

menentukan faktor keadilan pengupahan. Penelitian di negara-negara maju umumnya 

menunjukkan bahwa karyawan lebih memprioritaskan keadilan prosedural seperti 

kejelasan sistem gaji, penilaian kinerja yang objektif, dan konsistensi kebijakan 

kompensasi. Temuan penelitian ini juga sekaligus menegaskan kembali bahwa 

peraturan pemerintah, kemajuan ekonomi, dan karakteristik tenaga kerja di masing-

masing negara dan industri menjadi faktor determinan dalam pemberian kompensasi 

sehingga tidak bisa diseragamkan. Melalui temuan ini, diharapkan perusahaan dapat 

lebih aware dalam menentukan kompensasi, mengingat kelompok kerja saat ini, yaitu 

Gen Z, memiliki karakteristik unik sehingga penting untuk merancang mekanisme 

sistem kompensasi yang inovatif dan mampu meningkatkan komitmen karyawan 

jangka panjang. 
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